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an, terlebilt dulu pengertian d}la istilah _tersebut Kirany,
‘basedikit agar pemahaman kita tentang -pokok bahaga,
UUD 1945 ini dapat dilakukan secara lebih komprehensif. . -,

Nilai adalah kualitas atau keafiaal'n sesuatu yang bermanfaat bagi
manusia, baik lahir maupun batin. 'Jad!, nilai z‘td‘ala'h kuflhtas yang {nEIekat
pada suatu objek, namun bukan objek i Sel’ifilrl: Jika dikatakan lukisan ity
indah, maka yang dimaksud dengan ‘‘indah” di sini adalah kualitas dag

Jukisan tersebut, bukan benda lukisannya.

Sesuatu dikatakan mempunyal nilai apab?la ia bermanfaat dalam kae,
mata manusia (subjek) yang membc?nkan pennlalar]nya. Uktfran kgmanfaatan
ity berdasarkan kepentingan manusia tersebut, baik kepentmgan itu bersifat
lahiriah atau batiniah. Karena berkaltar] dt‘anga‘n kc‘:pentlngan‘ manusia, maka
nilai merupakan kualitas yang §elalu ingin diwujudkan. Nilai tidak untuk
disimpan sebagai kekayaan batiniah semata. o

Menilai berarti menimbang-nimbang dan memperbandingkan sesuaty
dengan yang lainnya untuk kemudian menfgambi]. sikap atau keputusan. Hasil
pertimbangan dan perbandingan yang dibuat .1tulah yang..dlsebut“‘ni]ai”_
Karena ada unsur pertimbangan dan perbandingan, .berartl- sesungguhnya
objek yang diberi penilaian tersebut tidak tl.mggal. Al‘“un.ya, suatu objek bary
dapat dikatakan bernilai tertentu apabila ada objek serupa sebagai
pembandingnya. Objek di sini dapat berupa sesuatu yang bersifat fisik ata
psikis, seperti benda, sikap, atau tindakan seseorang. - - S

Dalam penilaian ini, manusia dapat menggunakan segala kelengkapan
analisis yang ada padanya, antara lain indera, intuisi, rasio, dan keimanannya,
Semua alat analisis ini bersifat saling melengkapi dan semuanya harus
dikembangkan terus-menerus. Alat analisis mana yang lebih ditekankan pada
saat melakukan penilaian, sepenuhya kembali bergantung pada-kepentingan
dari si subjek. Alat-alat analisis di atas digunakan seeara. proporsional
menurut konteks kepentingan manusia tersebut. S -

Nilai dapat diklasifikasikan dalam banyak jenis. Salah satu kategori
yang ingin diungkapkan di sini dan erat kaitannya dengan topik tulisan ini
adalah pembedaan nilai menjadi: nilai dasar, nilai -instromental, dan
perwujudannya sebagai praksis. ' S

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa nilai dasar adalah nilai yang
dipilih scbagai landasan bagi nilai instrumental untuk akhirnya diwujudkan
scbagai kenyataan (praksis). Nilai dasar ini biasanya mengandung sifat-sifat

\Sckalipun demiki
perlu disinggung ¢






KRA M INUM No. o7tk Shhli 1996

Indonesia, yaitu bagai‘mana harusnyzzl manusia ity
irinya seni, dan ingungannya”
, ila mengandung nilai religius, antara lain: (1)
) a dan Pancas! . .
Sila pertam danva Tuban Yang Maha Esa sebagai Penclgta segala
pr;;aa s)i(fat—Si fatnya yang “sempurna dan SLIC.I sepe}-ti
sesuatu  dengan 5684 h - mahaadil, mahabijaksana, dan sebagainya. Sila
mahakuasa, maha pirilﬁsll(émanusman’ antara lain: (1) pgl}gakuan terhadap
kedua m(iné%ﬂndugft manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, (2)
harkat dan marta il terhadap sesama manusia, terhadap dirl sendiri, alam
perlakuan yangh *:1 (3) manusia sebagai mahluk beradab atau berbudaya yang
sekitar, dan Tuciat;l rasa, karsa, dan keyakinan. Sila ketiga mengandung nila
mem dzyi xeg, antara lain: (1) pengakuan terhadap kebhinneka-tunggal-
persatuan :u;ur bangsa Indonesia, seperti suku, agama, bahasa, dan adat
ikaan unsg encakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia
istiadat, ( ) peng la dan menjunjungnya (patriotisme), (3) cinta dan bangga
sera waflb membe's Indonesia (nasionalisme). Sila keempat mengandung
akan Eang;?a?;; Iﬁ;ﬁ lain: (1) negara. adalah untuk kepentingan seluruh
nm}llf;/at,e E;) )kedaillatati adalah di tangan rakyat, (3) manusia I;:l(li(onem; sebagai
warga negara dan warga ma,-syal‘akat mempunyal ke.du an, ak, dan
kewajiban yang sama, (4) pimpinan kerakyatan qdalah hikmat kebijaksanaan
yang dilandasi akal sehat, (5) keputusan dlambll bgrdasarkan musyawalfal?
untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Sila kellmf‘ mgngandung. nilai
keadilan sosial, antara lain: (1) perlakuan yang adil d]. segala bidang
kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial buday./a, (2)
perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia, (3)
keseimbangan antara hak dan kewajiban, (4) menghormati hak milik orang
lain, (5) cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, (6) cinta akan kemajuan dan
pembangunan.” :
Khusus mengenai nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu, A. Kodhi dan

R. Soejadi, dengan menggunakan pembagian nilai-nilai menurut Notonagoro,
mengatakan:*

dalam kehidupan manuslla11
berhubungan dengan Tulan,

kepercayaan terhada

“Lihat: S.A. Kodhi & R, Socjadi, Filsafat, Ideolog
Yogyakarta: Penerbitan Universit
*Ihid., him, 29-30.

“Ihid. hin. 30,

i dan Wawasan Bangsa Indonesia,
as Atma Jaya, 1988, tilin, 27,
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Jkmur, ramat Allah Yang Mahakuasa, bebas, aman, sejahtera, cerdas,
a m'li ‘bcril dab, mu syawarah, dan perwakilan.
i aran lebih Janjut dari Pembukaan.U'UI.) 1945 lersebgt adalah
UUD 1945. Di sini pun dapat ditemukan
da hakikatnya merupakan penjabaran darj
nilai-nilai Pancasila. Penjabaran nilai-nila} I"ar!cgsila ke 'dalam Ba'tang Tupuh
Peniclasan ini telah menempatkan nilai-nilai dasar itu mewujud menjadi
g::mab. JDemikia“ pula halnya apabila aturan-aturan pokok dalam Batang
Tubuh (dan Penjefasan) UuUD 1945 ?tu dijabarkan lf}blh konkret lagi dalam
produk hukum yang lebih rendah tmgka.t(;mnya, misalnya undang-undang,
ints u keputusan presiden.
l)eratur?l;qi?}f;ingtalr:l:’azglz deﬁgan deir)nikjan merupakan kompleksitas dari
nilai-nilai‘atau suatu sistem nilal. Sis'tem terbentuk melalui proses yang
panjang, sebagai hasil interaks d.arl fgktor—faktor yang otonom dan
hctcro;om. Mengingat salah satu Slfa.t snstqn ada}lah .keterbukaan, maka
dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila itu lebih lanjut, Juga terbuka untul«.:
berinteraksi dengan nilai-nilai baru yang datang darl daerah-daerz}h (di
Indonesia) dan negara lain dan untuk itu diperlukan guatu_ pfoses_selekm. N
Proses seleksi tersebut adalah salah satu bagian dari penjabaran nilai-
nilai Pancasila itu ke dalam norma hukum. Makin luas penjabaran nilai-nilai
Pancasila itu ke dalam nilai-nilai yang lebih konkret (norma hukum) atau
makin spesifik bidang yang diatur oleh norma itu, maka makin besar
kemungkinan terjadinya distorsi penjabaran nilai-nilal Pancasila tersebut.

adil, m
tertib, dam

Penjab .
Batang Tubul dan Penjelasan
banya}vz sckali nilai-nilai, yang pa

IV. PEMBUKAAN UUD 1945 |

Jika kita berbicara tentang UUD 1945, maka harus disepakati, bahwa
yang dimaksud adalah semua bagian UUD 1945 itu sebagai satu kesatuan,
yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya. Di samping
itu, yang dimaksud dengan UUD 1945 di sini adalah undang-undang dasar
yang naskahnya dimuat dalam Berita Repoeblik Indonesia Tahun II Nomor
7, tanggal 15 Pebruari 1946.° .

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea dan empat pokok
pikiran. Walaupun jumlah sama-sama empat, pengertian alinea di sini tidak

*Di samping naskah ini ada lampiran berupa naskah UUD 1945 yang dimuat dalam Dekrit .
Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut dinmumkan dalam Lembaran Negara RI

Nomor 75 Tabun 1959, yang ternyata isinya banyak mengalami kesalahan cetakan,
schingga sangal mengganggy pengertian, :
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an sebagai pengejawantahan budi nurani manygj,
—_ telal dimurnikan dan dipadatkan merjadi dasar negara Pancasila,
pancasila dalam kedudukan sebagai sumber dari segala sumber
hukum seperti dinyatakan di atas berbeda de{lgan Papcasila sebagaimang
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Penjelasan singkat mengenai hg]

ini adalah sebagai berikut. |
Dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dinyatakan, bahwa

sumber dari scgala sumber hukum diartikan sama .dengan sumber tertib
hukum, yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum [maksudnya
«cita hukum”, penulis) serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan
dan watak dari negara yang bersangkutan. Dari definisi tersebut tampak
bahwa cita hukum di sini merupakan salah satu komponen dari sumber dari
ber hukum itu. Cita hukum merupakan terjemahan dari
Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, cita hukum ini
diterjemahkan dengan cita-cita. hukum. Menurut A. Hamid S. Attamimi,
istilah “cita hukum” ini lebih tepat digunakan mengingat cita ialah gagasan,
rasa, cipta, pikiran, scdangkan cita-cita ialah keinginan, kehendak, harapan,
yang selalu ada di pikiran atau di hati.® _

Selanjutnya, dengan mengutip Radbruch, Attamimi membedakan
pengertian cita hukum dengan pemahaman atau konsep tentang hukum
(Rechtsbegriff). Cita hukum ada di dalam cita, sedangkan pemahaman atau
konsep tentang hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang
berkaitan dengan nilai yang diinginkan, dengan tujuan mengabdi kepada nilai
yang ingin kita capai (eine Werfe zu dienen).” .

Rudolf Stammler (1856-1939) mengartikan cita hukum dengan
konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum
kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai
bintang pemandu (Leifstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski
merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum
memberi manfaat karena mengandung dua sisi: dengan cita hukum, hukum
positif yang berlaku dapat diuji; dan kepada cita hukum, hukum positif
mempunyai usalia menuju sesuatu yang adil dengan sanksi pemaksa dapat

kemasyarakatai, keagamd

segala sum
Rechtsidece.

A. Hamid $. Altamimi, “Peranan Keputusan  Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerinthan Negara; Snatn Studi  Analisis Mengenai Keputusan
Presiden yang Berfingsi Pengaturan dalam Kunun Waktu Pelita I-Pelita IV,” Disertasi,
.J}lkélflil.’ Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 308.

bid.
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- ' n disinggung beberapa perwujudan dari sumber tertib
Eﬂ?ﬁﬂiSﬁ:ﬁ?ﬁggﬁt?,lfapemjfﬁan sumber tertib hukum itu dinyatakan dajap
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Me'morandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Repubh'k Indonesia de'm. Tata Urutap
Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan ini — menypy;
Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan NFPR' .No. IWW1978
— masih berlaku sampai sekarang, walaupun diakui, per}u dilakukan
penyemg:;l:;anl(.etetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 itu dinyatakan, bahwa
pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukul_n serta cita-cita moral luhur
yang meliputi suasana kejiwaan sgrta_ xx{atak dari b_angsa Indonesia itu, pada
tanggal 18 Agustus 1945 telah c.:llmurmkan dan dlpadatl.(an oleh PPK] atas
nama rakyat Indonesia, menjadi dasar negara Republik Indonesia, yaity

Pancasllﬁl'ga diterangkan, bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan
kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 'dan-.yang memuat Pancasila
sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamas;
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh
siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum; yang berdasa’rk_an Pasal
3 dan Pasal 37 UUD 1945 berwenang menetapkan dan mengubah undang-
undang dasar. -

Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan empat
wujud sumber dari segala sumber hukum. Lebih tepat kiranya apabila
dikatakan, bahwa empat hal tersebut adalah perwujudan’ dari sumber tertib
hukum di Indonesia karena sumber tertib hukum di sini dapat diartikan
sebagai sumber hukum yang melahirkan suatu tertib hukum yang - dapat
mempengaruhi bentuk dan atau isi keseluruhan sistem hukum Indonesia. Juga
seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengertian sumber tertib hukum
ini identik pula dengan sumber dari sistem hukum. Empat wujud sumber
tertib hukum (sumber dari sistem hukum Indonesia) itu adalah:

I, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959; '
3. Undang-Undang Dasar Proklamasi, yang terdiri atas Pembukaan,

Batang Tubuh, dan Penjelasannya;

4. Surat Perintah |1 Maret 1966,
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UNDANG-UNDANG DASAR
MENCIPTAKAN POKOK-POKOK PIKIRAN

Pertanyaan yang mun
menyatakan empat hal ity

Indonesia? Jawaban terhada

gkin timbul adalah: apa dasar pemikiran untuk
sebagai wujud sumber tertib hukum Republik
P pertanyaan itu dapat diberikan sebagai berikut:

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi sumber tertib
hukum karena merupakan titik g

. : 1 wal lahimya tertib hukum nasional
Indonesia. Adapun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga merupakan perwujudan

sumber tertib hukum karena mengembalikan keberlakuan UUD 1945, yang
berarti mengembalikan pada tertib hukum Indonesia sebagaimana dulu
dibangun dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Perwujudan
lebih konkret lagi dari sumber tertib hukum kita adalah UUD 1945 ity
sendiri. Dengan demikian, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945 hanya
memberi penegasan kepada perwujudan sumber tertib hukum yang pertama.
Surat Perintah 11 Maret 1966 juga adalah perwujudan sumber tertib

hukum, m.engingat surat ini dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan
tindakan-tindakan yang mendasar bagi penyelamatan bangsa dan negara.

Supersemar ini kemudian melahirkan Orde Baru, yang kehadirannya amat
mempengaruhi  bentuk dan. isi sistem  hukum Indonesia  secara
keseluruhannya. ' -

Jika nilai diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi
kepentingan manusia Indonesia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin,
maka tentu tidak dapat disangkal lagi, bahwa Pancasila pada hakikatnya
merupakan nilai-nilai. ' A

Pancasila dalam wujud nilai-nilai merupakan cita negara Indonesia,
dan salah satu bagian dari cita negara ini adalah cita hukum. Kedudukan
Pancasila sebagai cita hukum mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi
konstitutif dan regulatif. Nilai-nilai Pancasila dalam sebagai cita hukum
tersebut adalah nilai-nilai dasar," yang juga berkaitan dengan nilai-nilai yang
objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Sekalipun demikian, mengingat
nilai berkaitan erat dengan kepentingan dari subjek yang memberi nilai, maka
berarti pada nilai selalu terdapat kepentingan. Dengan perkataan lain, tiap-
tiap nilai mengandung cita, yakni gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. Nilai-nilai

"Harus ‘diinga(, baliwa nilai dasar adalah nilai yang menjadi landasan bagi nilai
instrumnental, Tui berarti, dalam sistem norma hukum pun selalu terdapat nilai dasar yang

menjadi landasan bagi nilai-nilai instrumental dalain norma-norma yang lebih konkret
pada jenjang di bawalinya. '
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Pancasila dengan demikian, selain bersifat Obj(}klif' seperti dinyatakan dj atas
uga bersifat subjektif karena timbul dari dan diyakini oleh bangga Indonesis. ,
JUE Akhimya dapat disimpulkan bahwa Pancasila dalam artj sebagaj Cita
hukum sckaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumbe,
tertib hukum, atau sumber dari sistem hukum Indouesia. Adapun Pancasil
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 n'mr.upakan norma dasar
negara (Staaisfundamentalnorm). Pancasila sebagai cita hukum berada 4
luar sistem norma hukum, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan sistem hukum Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 berada dalam sistem norma hukum dan dengan
sendirinya juga merupakan bagian dari _sistem hukum Indonesia.

Y. BATANG TUBUH DAN PENJELASAN UUD 1945 | |

Dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan secara tegas, bahwa
Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya. Kalimat ini mengandung pengertian
bahwa pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain
adalah Pancasila itu sendiri, dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh
UUD 1945. S L |

Dengan perkataan lain, nilai-nilat dasar Pancasila yang terkandung
dalam Pembukaan (norma dasar negara atau Staatsfundamentalnorm)
dikonkretkan dalam norma hukum yang lebih bawah, yang lazim disebut
aturan dasar/pokok negara (Staatsgrundgesetz). Apa bukti dari penjabaran
im? " ' '

Jika kita melihat pada Sila ke-1 Pancasila (Pokok Pikiran IV dari
Pembukaan UUD 1945), tampak jelas keterkaitannya -dengan Pasal 29
Batang Tubuh UUD 1945, Jadi, Pasal 29 tersebut merupakan penjabaran dari
Sila ke-1 Pancasila. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana penafsiran Sila
Pertama Pancasila, maka tiada jalan lain, kecuali harus melalui ketentuan
Pasal 29 itu, . S

Demikian pula halnya dengan Sila ke-2 Pancasila (Pokok Pikiran IV
Pembukaan UUD 1945), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 26 s.d. 34
Batang Tubuh UUD 1945. Sila ke-3 Pancasila (Pokok Pikiran I Pembukaan
UUD 1945) dijabarkan dalain Pasal 1 Ayat (1), 35, dan 36. Sila ke-4
Pancasila (Pokok Pikiran I1I) dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (2), 3, 28, dan

* 37. Sila ke-5 Pancasila (Pokok Pikiran I Pembukaan UUD 1945) dijabarkan
datam Pasal 23, 27 s.d. 34. . DU
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LNDANC-LIRDANCG DASAK
MENCIPUARAN POROE-POROE PIEIIAN

Dililwt dart pembentukannyn,  Staarsfiundamentainorm  ditetapkan
oleh pembentuk negara, dalamy hal ini PPKI, sedangkan Staatsgrindgeselz
ditctapkan oleh lembaga  tertinggi  negara  (dalam  hal ini  Majelis
permusyawartan Rakyat). Dengan demikian, tidak hanya Batang Tubuh
yUD 1945 saja yang berkedudukan scbagai Staarsgrundgesetz itu, tetapi
juga Kctetapan-ketetapan MPR, misalnya Ketetapan MPR No. [[/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( Ekaprasetia
pancakarsa) dan Ketetapan MPR No. 1/MPR/1993 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara,

Tentu saja norma-norma yang dirumuskan dalam Batang Tubuh
(berikut dengan Penjelasan) UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR itu
belum cukup konkret untuk mengatur segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam
aturan dasar negara (Staafsgrundgesetz) itu harus lebih dikonkretkan lagi.
Konkretisasi dari aturan dasar negara ini diwujudkan dalam bentuk undang-
undang/peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang. Kedudukan
UU/Perpu ini tidak lagi sejajar dengan aturan dasar negara, tetapi berada di
bawahnya, yang disebut Formell Gesetz. Norma hukum dalam Formell
Gesetz itu dapat terus dikonkretkan lagi ke dalam norma-norma yang lebih
rendah tingkatannya, yang disebut peraturan-peraturan pelaksanaan, baik di
tingkat pusat maupun daerah. Aturan-aturan pelaksanaan ini disebut dengan
Verordmmg dan Autonome Saizung.

VI. PENUTUP

Sebagal penutup uraian ini ingin ditegaskan kembali bahwa dalam
menjabarkan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam sistem norma hukum
Indonesia, nilai-nilai dasar ini harus senantiasa dipertahankan secara
konsisten sebagai unsur yang objektif, positif, intrinsik, dan transenden dalam
setiap norma hukum ada.

Penjabaran nilai-nilai Pancasila harus melalui tingkatan-tingkatan
norma hukum yang tersusun secara sistematis. Nilai-nilai Pancasila yang
berfungsi sebagai cita hukum (sumber dari segala sumber hukum, sumber
tertib hukum, sumber dari sistem hukum) pertama-tama dijabarkan dalam
Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (Staatsfundamental-
norm), dan kemudian dalam Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan uuD
1945 sebagai aturan dasar negara (Staaisgrundgesetz). Hal ini sesuai dengan
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bunyi Penjelasan UUD 1945; “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok
pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan datam pasal-pasalnya).” )

Setingkat dengan Batang Tubuh UUD 1945 adalah Ketetapan-
ketetapan MPR, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh aturan dj
bawahnya, yaki berupa undang-undang/perpu, peraturan pemerintah
keputusan presiden, dan seterusnya. '

Perubahan-perubahan dalam kehidupan menuntut adanya penyesuaian
dalam tataran nilai instrumental dan praksis. Dalam menyikapi tuntutan
perubahan-perubahan tersebut, bangsa Indonesia perlu menjaga agar nilai-
nilai dasar yang objektif, positif intrinsik, dan transenden itu tetap
dipertahankan ~ secara konsisten, tanpa mengurangi aktualitas dan

kontektualitasnya.
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